BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Deskripsi Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara

geografis terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00°-110°50°

Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km2. Secara administratif terdiri dari 1

kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

a. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km2, terdiri dari 14 kecamatan dan 45
kelurahan);

b. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km2, terdiri dari 17 kecamatan dan 75
desa);

¢. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km?2, terdiri dari 12 kecamatan
dan 88 desa);

d. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km2, terdiri dari 18 kecamatan
dan 144 desa);

e. Kabupaten Sleman (luas 574,82 k2, terdiri dari 17 kecamatan dan 86
desa).

Lahan pesisir di Provinsi DIY seluas + 8,250 ha. membujur dari
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul sampai dengan Kabupaten

Gunungkidul berpotensi untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Dari
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udang/ikan. Panjang pantai yang membentang dari timur ke barat
sepanjang 113 km, dengan potensi perikanan laut, ikan pelagis kecil
sebesar 431.000 ton/tahun, sedangkan ikan demersal 135.000 ton per
tahun, sedangkan tingkat pemanfaatan per tahun sekitar 22,77%; 3. Daerah
Istimewa Yogyakarta di bagian Selatan dibatasi Lautan Indonesia,
sedangkan di bagian Timur Laut, Tenggara, Barat dan Barat Laut dibatasi
oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut;
b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara;
c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat;
d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.
Tabel 1 ‘
Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak Lurus

Ke Ibukota Provinsi Menurnt Kabupaten/Kota
di Propinsi D.I. Yogyakarta

Tahun 2009
No. Kabupaten/ Tbukota Luas Persentase | Ketinggian | Jarak
Kota Wilayah Luas Lurus
(kra®) (%0) (km)
1. Kulonprogo Wates 586,27 18,40 50 22
2. Bantul Bantul 506,85 15,91 45 12
3, Gunungkidul Wonosari 1.485,36 46,63 185 30
4. Sleman Sleman 574,82 18,04 145 9
5. Yogyakarta Yogyakarta 32,50 1,02 75 2
Propinsi DIY Yogyakarta 3.185,80 100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.1. Yogyakarta
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Tabel 2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa
Dan Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota

diPropinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2006

No. Kabupaten/ | Kecamatan Kelurahan/Desa Luas

Kota Perkotaan Desa Jumlah Area
1. Kulonprogo 12 13 75 88 586,27
2, Bantul 17 47 28 75 506,85
3. Gunungkidul 18 5 139 144 1.485,36
4, Sleman 17 39 27 86 574,82
5. Yogyakarta 14 45 0 45 32,50
Propinsi DIY 78 169 269 438 3.185,80

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I. Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu provinsi dari 30
provinsi di wilayah Indonesia dan ferletak di pulau Jawa bagian
tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan
Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan barat
laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
1) Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
2) Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
3) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat

4) Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
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2) Gunung Merapi
a) Luas : % 582,81 km?
b) Ketinggian : 80-2,911m
3)- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan
Kulonprogo:
a) Luas : +215,62 km®
b) Ketinggian : 0-80m
4) Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan
a) Luas . & 706,25 km?
b) Ketinggian : 0—572m
Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, dari
3.185,80 km® luas D.I. Yogyakarta, 35,94 persen merupakan jenis
tanah Lithosol, 27,42 pesen Regosol, 11,94 persen Lathosol, 10,45
persen Grumusol, 10,27 persen Mediteran, 2,24 persen Alluvial, dan
1,74 persen adalah tanah jenis Rensina.
Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak
pada ketinggian antara 100 m —~ 499 m dari permukaan laut tercatat
sebesar 63,18 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56

persen, ketinggian antara 500 m — 999 m sebesar 4,79 persen dan
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Tabel 3
Luas WilayahMenurut Jenis Tanah
di Propinsi D.1. Yogyakarta

Tahun 2009
No. Jenis Tanah Luas Wilayah Persentase Luas
1. | Alluvial 71,19 2,24
2. | Lithosol 1.114,78 35,94
3. | Regosol 873,10 27,42
4. | Rensina 55,53 1,74
5. | Grumusol 333,01 10,45
6. | Mediteran 327,97 10,27
7. | Lathosol 380,22 11,94
Jumlah 3.185,80 100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta
c. Iklim

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah
hujan berkisar antara 7 mm — 380 mm yang dipengaruhi oleh musim
kemarau dan musim hujan.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhu
udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2006 menunjukkan angka 26,34°C
lebih rendah dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2002 yang
tercatat sebesar 27,64°C, dengan suhu maksimum 34,60° C dan suhu
minimum 18,00°C. Sedangkan kelembaban udara tercatat 34 — 95

persen, tekanan udara antara 1,005,9 mb — 1.015,7 mb, dengan arah
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Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006, jumlah penduduk
D.I. Yogyakarta tercatat 3.207.385 jiwa, dengan persentase jumlah
penduduk perempuan 50,26 persen dan penduduk laki-laki 49,74 persen.
Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 57,52 persen dan
penduduk desa mencapai 42,48 persen.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km?® kepadatan penduduk di D.I
Yogyakarta 1.007 jiwa per km?. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota
Yogyakarta yakni 12.029 jiwa per km® dengan Iuas wilayah hanya sekitar
1 persen dari luas Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten
Gunungkidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63 persen dihuni

rata-rata 462 jiwa per km®.

Komposisi kelompok umur penduduk D.]. Yogyakarta didominasi
oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53 persen
dan kelompok umur lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,52
persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan
tingginya usia harapan hidup penduduk.

Berdasarkan kondisi geografis masing-masing wilayah serta tidak
meratanya penyediaan sarana dan prasarana di kabupaten/kota
menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi penduduk. Tercatat
tingkat kepadatan penduduk paling tinggi berada di wilayah Kota
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Kota Yogyakarta memiliki wilayah seluas 32,50 km? atau 1,02%
dari seluruh wilayah DIY berpenduduk 510.914 jiwa dengan tingkat
kepadatan penduduk mencapai 15.720 jiwa/km® Kabupaten Bantul
memilik tingkat kepadatan penduduk kedua setelah kota Yogyakarta yaitu
sebesar 1,558 jiwa/km® dengan wilayah seluas 506,85 km® dan
berpenduduk 789.745 jiwa. Kabupaten Sleman menempati urutan ketiga,
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.522 jiwa/km® dengan
wilayah seluas 574,82 km? dan berpenduduk sebanyak 874.795 jiwa. Di
Kabupaten Kulonprogo tingkat kepadatan penduduk masih relatif rendah
yaitu sebesar 764 jiwa/km® padahal memiliki wilayah yang cukup luas,
yaitu 586,28 km® dengan jumlah penduduk mencapai 448.091 jiwa.
Kabupaten Gunungkidul yang memiliki sebagian besar wilayah di DIY
seluas 46,62% hanya berpenduduk 751.423 jiwa, atau tingkat kepadatan
penduduk paling rendah yaitu 506 jiwa/km’.

Bila daerah tempat tinggal dikorelasikan dengan jumlah penduduk,
wilayah perkotaan tercatat lebih banyak dibanding di wilayah pedesaan
yaitu sebanyak 1.875.755 jiwa atau 55,58%, sedang yang tinggal di
pedesaan mencapai 1.499.213 jiwa atau 44,42%.

Secara kewilayahan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota
Yogyakarta berada di wilayah Kecamatan Gondokusuman sebesar 14,43%
dan terendah di wilayah Kecamatan Pakualaman yaitu sebanyak 2,88%.
Kemudian di Kabupaten Bantul, tingkat kepadatan paling tinggi berada
pada wilayah Kecamatan Kasihan mencapai 9,76% sedang terendah di
wilayah Kecamatan Srandakan sebesar 3,69%. Di Kabupaten Sieman,

tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Depok

L V. .V VA . P NUE | AR DU S 7 o FURPUY o PESNNS .



35

sebesar 3,07. Di Kabupaten Kulonprogo, tingkat kepadatan penduduk
paling tinggi berada di wilayah Kecamatan Pengasih yaitu sebesar 10,78%
dan terendah berada di wilayah Kecamatan Girimulyo yang hanya
mencapai 6,42%. Di Kabupaten Gunungkidul, tingkat kepadatan penduduk
tertinggi ada di wilayah Kecamatan Playen yang mencapai 7,95% sedang
terendah ada di wilayah Kecamatan Purwosari yaitu sebesar 2,91%.

Dari aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, tercatat
Jenis kelamin laki-laki lebih sedikit jika dibanding jumlah penduduk
perempuan yaitu hanya 49,48% atau sebanyak 1.670.097 jiwa sedang
penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.704.871 atau 50,52%.
Secara kewilayahan, dari komposisi jenis kelamin di masing-masing
kabupaten/kota ternyata didominasi perempuan yang jumlahnya berkisar
antara 50,51% sampai 51,12% dari jumpah penduduk di wilayahnya,
kecuali Kota Yogyakarta, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibanding jumlah penduduk perempuan yaitu mencapai 263.435 orang
atau 51,56%.

2. Gambaran Umum Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman adalah salah satu dari lima Kabupaten di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada disisi Utara. Wilayah Kabupaten
Sleman membentang ke arah lereng gunung Merapi yang termasuk 10. besar
teraktif di dunia dan berketinggian 2.968 meter, Dengan posisi tersebut, wilayah

Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Propinsi Daerah Istimewa

Vaminlrarta alownntan Qlamnn cannen canceafic tarlatals Alantara T2ATN2?? Aan
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100°29°30°> Bujur Timur, 7°34°5” dan 7°47°03” Lintang Selatan. Jarak terjauh
Utara-Selatan 37 km Timur-Barat 35 km.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah
dataran perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian antara 100 meter hingga
2.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian Selatan relatif datar kecuali
perbukitan di sebelah Tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan
Gamping. Semakin ke Utara kondisi semakin bergelombang. Di bagian Utara
wilayah Sleman (lereng Merapi) kondisi alam relatif terjal, namun tingkat
kesuburannya tinggi dan terdapat banyak sumber air.

a. Batas Wilayah
Batas-batas wilayah Kabupaten Sleman
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah
- Selatan Selatan : Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY dan

Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

b. Iklim
Kabupaten Sleman beriklim tropis basah sehingga curah hujannya
cukup tinggi. Musim hujan terjadi antara bulan November-April dan
musim kemarau terjadi antara bulan Mei-Oktober. Berdasarkan hasil
pemantauan curah hujan berkisar antara 1500-3000. Secara geologis
Kabupaten Sleman merupakan daerah subur, namun mempunyai ciri

sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana alam antara lain letusan
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wilayah tropis Kabupaten Sleman bertemperatur maksimal 33,2°C dan
minimum 26°C.
. Luas dan Pembagian Tanah

Wilayah Kabupaten Sleman seluas 18% dari luas wilayah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau seluas 57.482 ha. Dari luas
wilayah tersebut termanfaatkan untuk tanah sawah seluas 23.426 ha
(40,75%) tanah tegalan selvas 6.429 ha (11.18), tanah pekarangan
seluas 18.794 ha (32.69%), hutan rakyat seluas 1.592 ha (2,77%) hutan
negara seluas 1.335 ha (2,32%), kolam seluas 370 ha (0,64%) dan lain-
lain seluas 5.536 ha (9,63%).

Menurut registrasi penduduk sampai bulan November 2002
jumlah penduduk Kabupaten Sleman 874.250 (naik 2,02%) yang
terdiri dari 432.659 jiwa penduduk laki-laki dan 441.591 jiwa
penduduk wanita. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten
Sleman rata-rata 1.512 orang per km’. Kepadatan penduduk yang
tertinggi terdapat pada Kecamatan Depok yakni 3.166 orang per km?,
Sedang kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di
Kecamatan Cangkringan yakni hanya 599 orang per km®.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun
ketahun diupayakan untuk dikendalikan. Sampai buan November
2002 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 1,42% per tahun.
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong cukup tinggi

dibanding pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang
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lebih besar dibanding migrasi keluar sebagai konsekuensi Sleman
sebagai tujuan pendidikan dan akibat pesatnya pertumbuhan
perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2002
penduduk yang datang mencapai 12.224 orang terdiri dari laki-laki
6.244 orang dan perempuan 5.980 orang lahir 9.714 terdiri dari laki-
laki 5.164 orang dan wanita 4.550 orang, mati 3. 932 orang terdiri dari
laki-laki 2.156 orang dan wanita 1.776 orang dan yang migrrasi keluar
sebanyak 312 KK.

Pada tahun 2002 penduduk Sleman yang bergerak di sektor
pertanian sebanyak 27,52%, sektor pertambangan dan penggalian
sebanyak 0, 42%, scktor industri sebanyak 13,37%, sektor keuangan
sebanyak 2,12%, sektor bangunan sebanyak 6,84%, sektor
perdagangan sebanyak 25,21%, sektor angkutan dan komunikasi
sebanyak 2,73%, dan sektor-sektor jasa sebanyak 21,34%.

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman 222.259 kepala
keluarga, terdiri dari kepala keluarga laki-laki 184.625 orang dan
kepala keluarga perempuan 37.634 orang. Rata-rata setiap keluarga
terdiri dari 4 jiwa.

Jumlah penerbitan surat-surat pelayanan kependudukan dan
catatan sipil sebanyak 155.930 lembar KTP, akte kelahiran 16.798

lembar terdiri dari WNI 16.796 lembar dan WNA 2 lembar akte
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lembar, akte pengesahan pengangkatan anak 20 lemba.r dan kutipan
keterangan 7. 585 lembar.
Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi menjadi 86 desa

dan 17 Kecamatan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten

Sleman sebagai berikut:
Tabel 4.
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Sleman
Banyaknya
No | Kecamatan _ Desa Dusan Luas (Ha)
1 | Moyudan 4 65 2.762
2 | Godean 7 77 2.684
3 | Minggir 5 68 2.727
4 | Gamping 5 59 2.925
5 | Sayegan 5 67 2.663
6 | Turi 4 54 4.309
7 | Tempel 8 98 3.249
8 | Sleman 6 83 3.132
9 | Ngaglik 5 87 3.852
10 | Mlati 5 74 2.852
11 | Depok 3 58 3.555
12 | Cangkringan 5 73 4,799
13 | Pakem 5 61 4.384
14 | Ngemplak 5 82 3.571
15 | Kalasan 4 80 3.584
16 | Brebah 4 58 2.299
17 | Prambanan 6 68 4,135

Sumber Data : Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Untuk membantu pelaksanaan Pemerintah Desa di Kabupaten
Sleman terdapat 1.212 dusun, 3.010 RW dan 7.391 RT. Dengan
mempertimbangkan status Kabupaten Sleman sebagai hiterland dari

kota Yogyakarta maka dari 48 desa terkategorikan sebagai desa
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3. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya
secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang
terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan pada bagian timur dan
barat. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.
Secara geografis Kabupaten Bantul terletak di antara 07° 44’ 04” — 08” 00’
27” Lintang Selatan dan 110° 12’ 34” — 110° 31° 08” Bujur Timur. Di sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah utara
berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Bantul Progo dan di sebelah Selatan berbatasan
dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang

dibagi lagi-menjadi 75 desa dan 933 dusun. Pembagian administrasi dan luas

macina.macing raramatan danat Ailihat nada Tahal 7 1
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Tabel 5.
Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Bantul

No. Kecamatan Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Luas (Km?)
1. | Banguntapan 8 37 24,48
2. | Jetis 4 64 24,47
3. | Pleret 5 47 22,97
4, | Bambanglipuro 3 45 22,70
5. | Sewon 4 63 27,16
6. | Imogiri 8 72 54,49
7. | Kretek 5 52 26,77
8. | Sanden 4 62 23,16
9. | Srandakan 2 43 18,32
10. | Sedayu 4 54 34,36
11. | Pandak 4 49 24,30
12. | Pajangan 4 55 33,25
13. | Kasthan 4 53 32,38
14, | Piyungan 3 60 32,54
15. | Bantul 5 50 21,95
16. | Pundong 3 49 23,68
17. | Dlingo 6 58 55,87
JUMILAH 75 933 506,85

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab Bantul.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai

wilayah paling lnas, yaitu 55,87 Ha. Sedangkan jumlah desa dan dusun

vvanea tarhanvalr terdanat Af Fonamatan Tmaciri Aancan ® Aaca Aan 7
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4. Gambaran Desa yang Menjadi Sengketa
a. Desa Maguwoharjo

Maguwoharjo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Lurah desa ini adalah H. Imindi
Kasmiyanto. Maguwoharjo mempunyai kode pos 55282. Desa Maguwoharjo
terletak pada 7°46°21” LS dan 110°25°30” BT, dengan luas wilayah 15.010.800
M2, dan jumlah penduduk 25.125 jiwa. Nama Maguwoharjo diambil dari nama
lapangan terbang yang ada di wilayah ini yakni lapangan terbang Meguwo, yang
sekarang lebih dikenal dengan Bandar Udara Adisucipto. Selain Bandar Udara
Adisucipto, beberapa obyek vital yang terdapat di wilayah ini diantaranya adalah:
Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Stadion Internasional
Sleman,

Pada mulanya Desa Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5
(lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung, masing-masing adalah: Kelurahan
Kembang, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem, Kelurahan Paingan, Kelurahan
Padasan, Kampung Pengawatrejo, Kampung Blimbingsari. Berdasarkan
maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946
mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua)
kampung tersebut kemudian digabung menjadi 1 Desa yang otonom dengan nama

Desa Maguwoharjo. Secara resmi Desa Maguwoharjo ditetapkan berdasarkan

Mal-liimat Namar & Tahim 1042 tantana Darmhahan TMaarah_ Thaarah ¥ alhiirahan
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Tabel 6

Padukuhan di Maguwoharjo

No

Nama
Padukuhan

Nama Dukuh

Nama Kampung & Perumahan

|Barjeng [

. '; ;Barucng,
;:'I‘empelsarl, Perum erota, Perum Banjeng Kanoman, Perumf

: _Pens:unan PNS

Banjcng Kaiioman, Bokohmjo . Grogél;

=C01'0rlgan

} :‘Corongan, Dewm, Perum Kmara Pun .

Demangan

) ;Demangan, Sombomerten, Llnggarsan

“mem_[?

_"'_'.TDenokan, Garan |

Jenengan _

- ;Jencngan, Daengan

[kalongan

{Kl smlyach}

;Kalongan, RGJOmangun, Santan, Pemm Candlsan o

* ;Karangploso

E Harley

. i-'Eizal'ax_lg_plo:)so-

f 'Kembang

fsumwﬂwkqnf@.

{Krodan

: i'kenitiang I“-Kembéngn- -Peﬁnn"l"n{h"-?emm"’ NDB o

10

:Meguwo

o

;Gandekan Muron, Nayan, Puri Kmara, Onggomertan

134

12 Nayan . - _
Lo .' - 'iPugeran, Perum AURI, Perum BATAM Perum Casa'
Pugeran - . ;

'Gmndc

l 4

Ringinsari

lengmsan, Gondangan, Tobongsan, Ngawen, Kradenan,j
R ?Perum PU Arteri :

15

: :_Sambllegx
1Kidut

e 'Kembang Baru, Sambdeg1 Kldul Sambxlegn Baru, Tlukan,_:
.| Perum NDB, Perum PU Arter], Perum Merapl , .

.1"5.

'Sambllegt Lor :

L '_Sambneg. Lor, Sambilegi Baru, Mndman o

17.

Sanggrahan '-;

| f._ ' -Sanggrahan, Kamngnongko :

18

Sembego -

1

20/ Tajern”
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b. Desa Caturtunggal

Caturtunggal adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa Caturtunggal terletak pada
7°46°48” LS, dan 110°23°45” BT, dengan luas wilayah 11.070.000 M? dan
didiami oleh 57.228 jiwa.

Pada mulanya Desa Caturtunggal merupakan wilayah yang terdiri dari 5
(lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Karangwuni, Kelurahan Mrican, Kelurahan
Demangan, Kelurahan Ambarukmo, dan Kelurahan Kledokan. Berdasarkan
Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946
mengenai Pemerintahan Kelurahan, -maka lima kelurahan tersebut kemudian
digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Caturtunggal yang
secara- resmi- ditetapkan- berdasarkan- Makiumat Nomor 5- Tahun 1948. tentang

Perubahan Dacrah-daerah Kelurahan. Sebagai daerah dengan PTN terbanyak,

malra dasrah ini hamnir conarammnatnim Aihani Alah smanhacicsam Daseals fandamnd
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Tabel 7

Padukuhan di Caturtunggal

Nama
Dukuh

Nama

No Padukuhan

Nama Kampung & Perumahan
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4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY
Keberadaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY
sebagai lembaga yang strategis dalam kedudukannya sebagai perangkat pemerintah
daerah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pegawai yang ada dalam badan
ini untuk melaksanakan tugasnya, agar pelayanan kepada masyarakat bidang
pertanahan dapat berjalan dengan prima.
Sesuai kedudukannya, maka tugas keadministrasian pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY adalah merupakan pelayanan publik,
dimana dalam pemerintahan saat ini adalah menekankan pentingnya “good
government” dalam suatu sistem pengelolaan kearsipan, sehingga dapat
memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas instansi.
a. Dasar Hukum Pembentukan
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria Pasal 1 sampai 15 (Lembaran Negara 122 Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

L P, I, Y (L R TR o . I, T I o (U B B U U L N o o U R
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional;

o

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia;

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia

b. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi
Sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-
RI), maka Visi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi

DIY adalah: “Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan pertanahan

harlhialitne 1rnnee manmamar mmanAdaran s marns frackbn smsarsrneaload??
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Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi tersebut, maka
penyelenggaraan pengelolaan pertanahan di DIY dilaksanakan dengan
memperhatikan pengembangan wilayah yg berdasarkan pada pemanfaatan
keunggulan komparatif dan kompetitif di setiap Kabupaten/Kota. Dalam
pengembangan pengelolaan pertanahan perlu mempertimbangkan keterkaitan
antara pembangunan pedesaan, perkotaan, wilayah tertinggal, daerah
perbatasan dan wilayah potensial lainnya dengan tetap memperhatikan
penataan ruang, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam seria
lingkungan serta peran serta masyarakat.
2. Misi

Misi Kanwil BPN Provinsi DIY adalah:

”Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan
untuk :

a. peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan

b. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan pengguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);

c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem
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d. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
indonesia dengan memberikan akses seluas luasnya pada generasi
yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan
masyarakat;

©. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat

secara luas.

3. Tujuan
Tujuan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY adalah mengelola
tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Secara operasional, tujuan BPNRI selama periode 2007-2009 yang
akan dilaksanakan Kantor Wilayah Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan
memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara
cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh
wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi
tinggi serta rawan masalah pertanahan;

b. Melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas
tanah melalui program sertifikasi 9 jﬁta bidang tanah dengan biaya
murah, bebas pajak/BPHTB serta melalui program Prona, dengan tetap
mendorong, menyediakan fasilitas serta infrastruktur bagi inisiatif,

swadaya dan partisipasi masyarakat;
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c. Menata, mengendalikan P4AT dan mengokohkan keadilan agraria,
mengurangi kemiskinan serta membuka lapangan kerja melalui
Program Pembaruan Agraria Nasional;

d. Mengurangi secara signifikan jumlah konflik, sengketa dan perkara
pertanaban serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara
pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan/pelayanan pertanahan;

e. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana kerja di Kantor
Wilayah Provinsi Jawa Tengah ;

f. Meningkatkan akuntabilitas pelaksaﬁaan tugas pada semua unit di
lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa 'i‘engah ;

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih
berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap

menjaga kepastian hukum.

B. Proses Penyelesain Sengketa Batas Daerah dalam Satu Provinsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198 ayat
(1) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam sata
provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Serta Permendagri

Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 pada dasarnya penyelesaian batas dacrah antar

Lralhnmnmatan/lrata Aalam ocafiy Dencrino? Aifacilitaci nlah MInharsae Aan
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Gubernur dalam rangka mewujudkan kepastian batas daerah dan untuk
menyamakan persepsi serta langkah bagi aparat pemerintahan dalam
penetapan dan pencgasan batas daerah, maka perlu dilakukan kooordinasi
antar daerah yang wilayahnya berbatasan agar pelaksanaan koordinasi secara
positif dan efisien maka Gubernur membentuk Tim Penegasan Batas Daerah
melalui SK Gubernur Nomor 27/TIM/2005 tentang Pembentukan Tim

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang terdiri dari :

Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi DIY

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DIY
Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
Anggota

1. Kaur Surta Seksi Peta Top TOPDAM IV/ Diponegoro

2. Sekretaris pada Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY

3. Kepala Bidang Pembangunan Tanah pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DIY

4. Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Provinsi DIY

5. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Kimpraswil DIY

6. Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan dan Sumber Daya Ikan pada Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY

7 ¥anala Ridans Dartamhanmsan Aan Ewarni nada TMinas Darindanl-Aan
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8. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah
Provinsi DIY

9. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi DIY

10. Kabag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

11. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi DIY

12. Kepala Subbag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

13. Kepala Subbag Dokumentasi dan Pembantuan Biro Tata Pemerintahan
Setda Provinsi DIY

14. Kepala Subbag Wilayah Tertentu pada Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi DIY

15. Staf Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi
DIY

Tim Penegasan Batas Daerah tersebut mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi dan mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis
yang akan dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas
daerah di darat dan di laut

2. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penetapan dan penegasan batas
daerah

3. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja tim
tejnik

A4 AMaral-nrmandacil-an natn Tandna Aasenls Trawnnda Nl R N,
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5. Menandatangani peta batas daerah yang diwakili oleh Ketua Tim

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
6. Melaporkan semua tahap kegiatan penegasan batas daerah kepada

Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penegasan Batas Daerah
bertanggungjawab dan melaporkan kepada Gubermnur Daerah Istimemewa
Yogyakarta,

Terkait dengan perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bantul dan
Sleman Tim Penegasan Batas Daerah telah melakukan upaya penyelesaian
melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penelitian Dokumen Batas Daerah
Berdasarkan peraturan yang ada bahwa apabila terjadi perselisihan
batas daerah antar Kabupaten di dalam satu Provinsi maka Gubernur yang
memutus dan menyelesaikan perselisihan batas daerah. Pengaturan
koordinasi Pemerintaban Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan
berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku, Menurut Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 yang memiliki peranan yang penting dalam

pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah

yang sckaligus juga Ketua Tim Penegasan Batas Daerah di Provinsi DIY.

Maka Pemerintah Provinsi DIY melalui Tim Penegasan Batas Daerah

Provinsi DIY melakukan upaya koordinasi dengan memfasilitasi
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sengketa batas dacrah dengan melakukan pemanggilan pihak yang

bersengketa.

Pemanggilan pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah pemerintah

Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekretaris

Daerah masing-masing, disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta

untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan

diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut.

Pemanggilan pihak yang bersengketa dilakukan melalui rapat koordinasi

yang dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dengan

mengundang pihak-pihak yang berselisih.

Berikut ini adalah tabel rapat koordinasi yang telah dilakukan :

Tabel 8 Rapat Koordinasi pihak yang bersengketa

No | Tanggal Tempat Jam
1 | 8 September 2008 Ruang Rapat Sekda DIY 09.00 WIB
2 | 24 Agustus 2009 Ruang Rapat Sekda DIY 10.00 WIB
3 | 25 Oktober 2009 Royal Garden Resto jalan | 13.00 WIB
Pekapalan No 7 Alun-alun
Utara Yogyakarta
4 127 Oktober 2009 Royal Garden Resto jalan | 13.00 WIB
Pekapalan No 7 Alun-alun
Utara Yogyakarta
5 | 8 Januari 2010 Ruang Rapat Sekda DIY 13.00 WIB
6 | 12 Januari 2010 Ruang Rapat Sekda DIY 13.00 WIB
5 |27 Januari 2010 Ruang Rapat Sekda DIY 13.00 WIB
6 | 2 Maret 2010 Ruang Rapat Sekda DIY 13.00 WIB

Sumber : Biro Tapem Sekda DIY

Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Oktober 2009 bertempat di

Royal Garden Resto jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta
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Kesimpulan dari rapat dalam rangka penyelesaian batas daerah
antara lain :

Dasar yang dipakai Pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan

permasalahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan antara

lain:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki Peta Kelurahan
Pengawatredjo dengan tulisan Kelurahan Pengawatredjo (lama)
Kelurahan Banguntapan, Asisten wilayah Kotagede, Dating II
Bantul dimana Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Satan
Bantul masuk wilayah Desa Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan.

2. Sesuvai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor
126/2371 tanggal 12 Juli 2008 perihal Fasilitasi Pembahasan Batas
Wilayah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman
kemudian dinyatakan kembali pada forum rapat bahwa sesuai
Makiumat Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan
Daerah Kelurahan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam
maklumat tersebut Pengawartredjo digabungkan dengan desa
Banguntapan.

Pemerintah Kabupaten Bantul diminta untuk melengkapi
dokumen antara lain:

a) Leger A Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan

LYy T anmae D DAL Thaadchalrlrenamann Thmhalbrloasrne daom Croménen
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¢) Leger C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan

d) Lampiran Maklumat Gubernur DIY No 5 Tahun 1948

€) Dokumen Pendukung lainnya
Pada tanggal 27 Oktober 2009 bertempat di Royal Garden Resto

jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta, yang dihadiri Setda

Kabupaten Sleman beserta Staf dan unsur penegasan batas daerzh

provinsi DIY.

Kesimpulan rapat koordinasi antara lain :

Dasar yang dipakai pemerintah Kabupaten Sleman terkait

permasalahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan antara

lain;

a. Hasil kajian yang dilakukan oleh Prof. DR. P.J Suwarno dimana
Eks Kelurahan Pengawatredjo dihapus untuk kepentingan umum
kecuali Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan digabung
dengan Kelurahan Nayan.

b. Surat Keputusan DPD Istimewa Jogjakarta tanggal 14 September
1954 Nomor 925/D.Pem.D/U.P dimana di dalamnya tercantum
adanya lurah-Jurah desa yang diberhentikan akibat adanya
penggabungan  kelurahan, terdapat data bahwa Lurah
Pengawatredjo bernama SR Sudarsono diberhentikan pada tahun

1944, Dalam dafiar tersebut kelurahan Pengawatredjo merupakan

hnminm Anei Vananartrrnn Tamals ahainatan Qlamnass
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c. Jogjakarta Koorei No 2 tahun 1945 tentang Peroebahan Tata
Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta yang
dalam lampiran Koorei tersebut  tercantum  Kelurahan
Pengawatredjo merupakan bagian dari Kapanewon Depok
Kabupaten Slemali.

Pemerintah Kabupaten Sleman diminta melengkapi dokumen
antara Jain:

1) Leger A Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan

2) LegerBBlok T amibakkraman, Tambakbayan dan Santan

3) Leger C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan

4) Lampiran Maklumat Gubernur DIY No 5 Tahun 1943

5) Dokumen Pendukung lainnya

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Bupati Bantul

Nomor 136/5348 tanggal 8 Desember 2009 telah melengkapi dokumen

batas antara lain:

1) Copy Letter C ezs Kelurahan Pengawatredjo (tidak termasuk blok
Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan)

2) Copy Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 (tanpa lampiran)

3) Copy Peta Kelurahan Pengawatredjo  (lama) Kelurahan
Banguntapan Asisten Wilayah Kotagede, Dating 1I Bantul

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Bupati Sleman

Nomor 136/02991 tanggal 19 Desember 2009 telah melengkapi

dokumen batas antaralain:
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1) Copy Letter C Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan

2) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 11 Tahun 1916

3) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 1 Tahun 1927

4) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940

5) Copy turunan Jogjakarta Koorei No 2 Tahun 1945

6) Copy kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan D.P.D Istimewa

Yogyakarta tanggal 14 September 1954 Nomor 925/D.Pem.D/U.P

7) Copy Peta Pengawatredjo

8) Copy peta Desa Maguwo Skala 1 : 5.000

Dari data-data yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
dan Kabupaten Sleman dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rijkblad Van Djogjakarta Nomer 11 Tahun 1916
Onderdistric Depok merupakan bagian dari Distric Ngemplak
Regentschap Kalasan

2. Berdasarkan Rijblad Van Djogjakarta dengan nomor 1 tahun 1927
Pengawatredjo merupakan Keloerahan dengan nomor urut 72
termasuk Onderdistric Depok, Distric Prambanan, Regenstschap
Djogjakarta.

3. Berdasarkan Rijsblad No 13 Tahun 1940 Kelurahan Pengawatredjo
merupakan bagian dari Onderdustric Depok, Distric Kota
Regenstschap Jogjakarta

4. Kondisi sekarang defacto Blok Tambakbayan, Tambakraman

mnacrnlr wrilacmh Thiaca Oabistiinanal annmantnn Tanals Tatbasmntan
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Sleman dan Santan masuk wilayah Maguwoharjo Kecamatan
Depok dan sebagian masuk wilayah Desa Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
5. Berdasarkan Buku Legger A yang memuat luas tiap persil atau
bagian persil serta jenis tanah (sawah, pekarangan, tegalan) pada
Kelurahan Pengawatredjo, sebagian persil turun Nayan (bahwa
sesuai kajian Prof. PJ Suwarno Kel. Nayan masuk kapanewon
Depok) sebagian dibuat lapangan oleh Negeri dan terdapat catatan
persil Tambakbayan Pemberlian Pengawatredjo yang termasuk
Kelurahan Caturtunggal. ‘
6. Letter C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan berada di
Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
Proses koordinasi dalam penelitian dokumen batas daerah telah
sesuai dengan peraturan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
1Tahun 2006 tentang Pencgasan Batas Daerah dimana pasal 4 menyatakan
bahwa penelitian dokumen batas daerah meliputi Peraturan Perundang-
Undangan tentang Pembentukan Daerah dan dokumen lainnya yang
disepakati oleh daerah yang bersangkutan yaitu misalnya Jogjakarta
Koorei No 2 tahun 1945 tentang Peroebahan Tata Pemerintahan dan
Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta, Rijkblad Van Djogjakarta

Nomor 11 Tahun 1916, Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 1 Tahun 1927

Aan Diil-hlad YWan Niamialarta Namnare 12 Tahin 1040 carta halti_hnl4i
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otentik lainnya sebagai bukti otentik Tim Penegasan Batas Daerah dalam
menfasilitas dan mengkoordinasikan penyelesaian batas daerah.
Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya
dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memiliki peranan
yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah
Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan
fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi
dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan, hal ini diperkuat dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim
Penegasan Batas Daerah yang dibantu oleh seluruh anggota yang terkait
dengan penegasan batas daerah. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintah Provinsi DIY melalui
Sekretaris Daerah telah melakukan koordinasi dengan mengundang
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Sleman untuk mengungkapkan
bukti-bukti dokumen yang dimiliki terkait sengketa batas daerah.,

Dalam melakukan koordinasi penelitian dokumen batas daerah
dengan mengudang pihak yang bersengketa yang diwakili oleh Tim TPBD
Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten
Bantu] dalam hal ini dapat dikatakan sebagai koordinasi fungsional karena
koordinasi dilakukan antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang

didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatonya mempunyai
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mempunyai fungsi yang sama sebagai koordinator dalam penyelesaian

batas daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

2. Koordinasi Pelacakan Batas Daerah
Sekretaris Daerah provinsi sekaligus Ketua Tim Penegasan Batas
Daerah setelah berkoordinasi dengan sekda Kabupaten Bantul dan Sleman
kemudian melakukan pelacakan terhadap dokumen dan bukti otentik yang
ada. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka
koordinasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bantul dan
Kabupaten Sleman khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan
Santan dengan mencari bukti terkait ketiga wilayah tersebut dari bukti-
bukti otentik antara lain Jogjakarta Koorei Nomor 2 tentang Peroebahan
Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah, Rijksbalad van Jogjakarta
1940 Nomor 13, Legger A, B, C, sertifikat hak milik, peta desa, pelayanan
pemerintahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Satan serta aspirasi
masyarakat ketiga belok tersebut.
Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Penelusuran dokumen-dokumen terkait batas daerah dilakukan
yang hasilnya adalah :
1) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940 (zaman Belanda)

Di dalam Rikblad Van Djogjakarta tersebut kelurahan
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2) Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan

Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Kooti)

3

Pasal 2 d Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantoel daerahnya
ditentoekan baharoe

Pasal 2e tiap-tiap kapanewon Pangreh Praja (SON) dan
Kaloerahan (KU) daerahnya tidak beroebah, tetap seperti
dahoeloe, ketjoeali Kapanaewon Pangreh Pradja (SON) Depok
dan Kotagede.

Pasal 4 Peratoeran ini moelai berlaku pada tanggal 8 boelan IV
tahoen 2605 moelai pada hari ini semoea peratoeran pembagian
daerah kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta koo kooti) dahoeloe
yang terakhir termaosed di dalam Rijksblad tahoen 1940 No 13
tidak berlaku.

Di dalam Pasal 2 e Jogjakarta Koorei No 2 tidak secara jelas
mengatur terkait peroebahan Kapanewon Pangreh Pradja
(SON) Depok dan Kotagede, sedangkan di dalam Pasal 4
menyatakan dengan adanya Jogjakarta Koorei No 2
Rijksbladtahoen 1940 No 13 tidak berlaku.

Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang hal perubahan daerah-
daerah kelurahan dan nama-namanya.

Pasal 2 berbunti kelurahan-kelurahan dan nama-namanya baru

dimiat dalam daftar yang disertakan pada Maklumat ini
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4) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah

3)

bagi Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk

individueel bezitrecht)

- Pasal 4 ayat (1), Tata Usaha Pendaftaran untuk kelurahan-
kelurahan dikerjakan oleh masing-masing kelurahan
menurut petunjuk-petunjuk kepala jawatan Agraria DIY
atas nama dewan Pemerintah DIY

- Pasal 4 ayat (2) untuk mengerjakan tata usaha dimaksud
pada ayat (1) kelurahan mempunyai:

a) Peta Kelurahan
b) Dafiar (Register) A, Daftar (Register) B, dan Daftar
(Register) C

Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tersebut

diartikan bahwa Kelurahan harus mempunyai peta kelurahan

dan daftar (register) A, B dan C)

Peta Kelurahan

Ditemukan peta indeks pendaftaran tanah skala 1: 2500 untuk

lokasi Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo, Kecamatan

Depok Kabupaten Sleman dan Desa Banguntapan, Kecamatan

Banguntapan Kabupaten Bantul yang dipergunaka sebagai

dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketika Blok
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6) Legger A
Ditemukan Legger A Desa Pangawetrejo dengan beberapa catatan
merah di Legger A dimaksud setelah dicermati oleh Kantor
Wilayah BPN Provinsi DIY telah terjadi perubahan
pengadministrasian pada ketiga blok tersebut di atas yaitu:

- Untuk Blok Santan Tambakbayan dan Blok Tambakkraman
masuk ke dalam administrasi Desa Maguwoharjo (dh Kal.
Nayan)

- Untuk Blok Tambakbayan dan Tambakkraman masuk ke
dalam  administrasi Desa Caturtunggal (dh. Kal
Ngambarukmo)

Perubahan tersebut telah diikuti dengan pembaharuan (up
dating) Peta Desa Banguntapan (Pengawatrejo Lama), Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul, namun pembaharuan peta tersebut
tidak sesuai dengan perubahan pada Lengger A dimaksud,
sehingga ketiga blok di atas masih tergambar. Di lain pihak
pembaharuan Peta Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, telah sesuai/
mengakomodasi  perubahan dimaksud Legger A Desa
Pengawatrejo.

Dalam melakukan penelusururan dokumen batas daerah

koordinasi yang dilakukan termasuk koordinasi vertikal yaitu

koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit- unit tingkat bawah oleh
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melakukan koordinasi dengan meminta dokumen terkait kepada

Bagian Hukum Provinsi DIY untuk mencari bukti-bukti tertulis yaitu:

1) Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan
Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Kooti)

2) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940 (zaman Belanda)

3) Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang hal perubahan daerah-
daerah kelurahan dan nama-namanya.

4) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi
Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk
individueel bezitrecht)

5) Legger A

6) Peta Kelurahan

Dikatakan termasuk koordinasi vertikal karena bagian hukum dan

mempunyai tugas terkait peraturan perundang-undangan yang

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Dasar hukum penyelesaian permasalahan batas daerah antara
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

No | Dasar Hukum Kab Bantul Kab. Sleman Keterangan
1 [ Rijlad van Kelurahan Demangan | Kelurahan Kasultanan
Djogjakarta No 13 | dan Ngambarekmo | Pangawetrejodan Jogjakarta terbagi :
Th 1940 tetang Bagian dari | Kel. Wonocatur, 1. Kab Kota
Pembagian Onderdistrik  Bantukl, | bagian dari Jogjakarta
Pemerintahan Distrik Bantul masuk | Inderdistrik Depok, | 2. Kab Bantul
Kasultanan wilayah Bantul Distrik Kota 3. Kab. G. Kidul
Ngayogjokarto Regenestchap 4. Kab. Kl Progo
Jogjakarta
2 | Koorei No 2 tgl 8 | Pasal 2 d : Kaboepaten | Pasal 2 d 1. Tindak lanjut dari
gatsu 2605 tentang | Sleman dan Kaboepaten | Kaboepaten pasal 2 d tidak
Perubahan Tata | Bantul daerahnya | Sleman dan ada
Pemerintahan dan | ditentukan Baharoe Kaboepaten Bantul | 2. Pasal 4 dengan
Pembagian Pasal] 2 e : Tiap-tiap | dacrahnya Jogjakarta Koorei
Kasoeltanan Kapanewon  Pangreh | ditentukan Baharoe menghapus
Praja  (SON) dan|Pasal 2 e : Tiap-| Rijblad Van
Keloerahan (KU) | tiap Kapanewon | Djogjakarta No
daerahnya tidak | Pangreh Praja 13 tahun 1940
berubah tetap seperti | (SON) dan | Kasultanan terbagi :
dulu kecuali | Keloerahan (KU) | 1. Kab. Kota
Kapanewon  Pangreh | daerahnya  tidak | Jogjakarta
Praja (SON) Depok dan | berubah tetap | 2. Kab Sleman
Kota Gede seperti dulu kecuali | 3. Kab Bantul
Kapanewon 4, Kab Gunung
Pangreh Praja| Kidul
(SON) Depok dan | Kab Kl Progo
Kota Gede
3 | Maklumat 5 th | Tidak jelas Tidak jelas Maklumat 5 tahun
1948 tentang | 1948 tidak
Perubahan ditemukan
Kelurahan dan lampirannya
Namanya
4 {UU 15 tahun 1950 | Kab. Bantul termasuk | Kab Sleman | Pembentukan
tentang diatur dalam UU 15 | termasuk  diatur | Kabupaten ada tapi
Pembentukan Kab | Tahun 1950 dalam UU 15 tahun | tidak dijelaskan
dalam DIY 1950 batas-batasnya
5 |Perda No 12 tahun Perda No 12 tahun
1954 tentang 1954 tentang
| Administrasi J Administrasi
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Pertanahan Pasal 4

Pertanahan sampai

ayat (2) untuk sekarang masih
mengerjakan  tata berlaku
usaha pendaftaran
tanah  kelurahan
harus mempunyai:
1. Peta Blok  Tambakbayan, | Blok 1. Peta dari Kab
Tambakkraman dan | Tambakbayan, Bantul tidak ada
Santan tergambar dalam | Tambakktaman tahun pembuatan
peta Kel Pengawtredjo | tergambar di Desa dan instansi yang
(lama), Kel | Caturtunggal, dan bertanggung
Banguntapan, Asisten | Blok Santan jawab
wilayah Kotagede, | tergambar di Desa | 2. Peta dari Kab
dating II Bantul tidak | Maguwoharjo Sleman ada
ada tahun pembuatan tahun pembuatan
dan instansi  yang dan instansi yang
bertanggungjawab bertanggung
jawab
2. Lengger A Blok  Tambakbayan, | - Adminstrasi
Tambakkraman dan pemerintahan ke 3
Santan di coret dari (tiga) blok tersebut
Desa Pengawatrejo masuk wilayah Kab
- Blok Santan masuk Sleman
kedalam Adm
Maguwoharjo
- Blok Tambakbaytan
dan Tambakraman
masuk kedalam Adm
Caturtunggal
3. Lengger B Tidak ditemukan Tidak ditemukan
4. Letter C Sesuai dengan Surat dr | Sesuai dengan
Kakan BPN Bantul No | surat dri Kakan
080/200.34-02/1/2010 } BPN Sleman No.
tanggal 21 Januari | 170/34.04/1/2010

2010, belum pernah
diterbitkan Sertifikat di

Blok  Tambakbayan,
Tambakkraman dan
Santan

tanggal 20 Januari
2010, Kantor BPN

Sleman telah
menerbitkan
Sertifikat Blok

Tambakbayan 6
(enam) Sertifikat,
Tambakkraman 2
(dua) Sertifikat dan
Santan 14 (empat
belas) sertifikat
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Gubernur DIY berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah
mempertemukan kedua belah pihak, berdasarkan bukti-bukti yang ada
dan berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkompeten dalam hal ini
adalah BPN sebenarnya sudah dapat memutus sengketa tersebut, tetapi
berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat
berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya, sehingga penyelesaian
terhadap sengketa batas daerah tidak dapat diputuskan hanya
berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.

Berdasarkan pertimbangan dari Tim TPBD Provinsi memberi saran
kepada Gubernur dengan bukti-bukti yang ada tersebut sebaiknya yang
memutus penyelesaian masalah diserahkan kepada Menteri Dalam
Negeri, karena kalau yang memutus Gubernur resistensi sangat besar
sekali terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Dalam musyawarah ini akhimya diputuskan bahwa Pemerintah
Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah
Kabupaten Bantul sepakat menyerahkan penyelesaian masalah kepada
Menteri Dalam Negeri, dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh
Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat Keputusan Gubernur Nomdr
136/0380 tanggal 8 Februari 2010 Perihal Permohonan Fasilitasi
Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah Antara Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul.

Hal ini ditindaklanjuti oleh dengan Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Kepemendagri melalui Surat Nomor T.
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Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten
Bantul. Rapat koordinasi diadakan pada tanggal 24 Maret 2010
bertempat di Hotel Mercu Rekso Jalan Hayam Wuruk Nomor 123
Jakarta. Rapat koordinasi diharidiri Direktur Administrasi Wilayah
Perbatasan, Direktorat Topografi TNI AD, Bakosurtanal, Biro Hukum
Setjen Kemendagri, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi
DIY, Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda dan Kesra Seta Provinsi
DIY, Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan Seta Provinsi DIY, Kabag
Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman dan Kabag Tata
Pemerintaha Setda Kabupaten Bantul. Adapun hasil rapat koordinasi
tersebut adalah sebagai berikut:
1.Tim penegasan Batas Pusat (TPBP) masih akan mendalami bahan-
bahan dan laporan masalah batas daerah antara Kabupaten Sleman
dengan Kabupaten Bantul yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi
DIY kepada Kementerian Dalam Negeri. Untuk melihat fakta dan data
di lapangan akan dilaksanakan peninjauan lokasi dalam waktu dekat.
2.Dokumen Yuridis yang berkaitan dengan masalah batas daerah
diperlakukan sebagai acuan sebelum ditetapkan batas daerah sesuai
dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah.
3.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 10
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Penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu
wi[ayah Provinsi di fasilitasi oleh Gubernur dan Keputusan Gubernur
bersifat final. Dalam hal suatu masalah sudah diputuskan maka
sejatinya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena yang
jauh lebih penting adalah terwujudnya tertib administrasi wilayah yang
sangat bermnfaat dalam menunjang kejelasan dan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Dalam penyelesaian masalah batas daerah ditekankan untuk
membangun kesepakatan. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya
kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersengketa dalam
menyelesaikan masalah batas daerah. Peran Provinsi dalam
membangun kesepakatan antar kabupaten yang bersengi(eta di wilayah
sangat penting ka;‘ena pemerintah Provinsi dipandang memahami
seluk beluk masalah batas daerah itu dibandingkan Kementerian
Dalam Negeri dalam hal ini Tim Penegasan Batas Pusat.
. Telah dibuat kesepakatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten
Sleman dengan Kabupaten Bantul sebagai berikut:
a. Batas daecrah yang disengketakan antara Kabupaten Sleman
dengan Kabupaten Bantul pada 3 (tiga) blok yaitu Blok Santan,
Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman.
b. Hasil Kajian Pemerintah Provinsi DIY akan dijadikan bahan

referensi untuk menyelesaikan masalah batas tersebut oleh

T amantanian Tialae Aarae
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c. Untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut, Tim
Penegasan Batas Pusat akan melakukan peninjauan ke lokasi
yang dipermasalahkan bersama-sama dengan Tim Penegasan
Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Sleman dan Bantul.

Hasil peninjauan di lokasi dan penjaringan berdasarkan aspirasi
masyarakat dilakukan oleh Tim dari Pusat didampingi oleﬁ Provinsi dan
kedua Kabupaten didapatkan bahwa secara administrasi selama ini Desa
Caturtunggal masuk ke wilayah Kabupaten Sleman baik pengurusan
KTP./CI/PBB/SHM tanah warga, berdasarkan hal tersebut keinginan
warga tetap berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sleman.
Kontribusi Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah
dengan membantu apa yang diperlukan oleh pihak Kecamatan, Kabupaten
maupun Provinsi khususnya bukti-bukti otentik yang ada dan
menyampaikan aspirasi warga. Dampak perselisihan batas daerah tersebut
terhadap pelayanan kepada masyarakat sebenarnya tidak berpengaruh
tetapi ada kekhawatiran dari para pegawai dan masyarakat apabila Desa
Caturtunggal masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul maka bagaimana
kelangsungan administrasi kependudukan ke depannya dikhawatirkan
akan menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat Desa
Caturtunggal.

Dari hasil koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa di wilayah

NN, [N UN I NUNI T PEERpRD R | SRR | USSR DEGNIUEPI. J Sy SN SN Ju SHUSU SRR Y Py



e

-

72

di ketiga wilayah sengketa berada di Kabupaten Sleman baik pengurusan

KTP./CI/PBB/SHM tanah warga, sehingga warga menginginkan tetap

berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman karena sejak awal

administrasi pemerintahan sudah dilayani ole Pemerintah Kabupaten

Sleman.

Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait
dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa bahwa permasalahan
tersebut diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri maka Kementerian
Dalam Negeri melalui Surat Nomor 136/1983/PUM tertanggal 15
November 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan
Kabupaten Sleman yang isinya antara lain menyatakan bahwa:

a. Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa “Apabila
terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
Kabupaten Kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan
perselisihan dimaksud. Selanjutnya ayat (2) “Apabila terjadi
perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan Kabupaten/Kota di
wilayahnya serta antara Provinst dan Kabupaten di luar wilayahnya,
Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud, dan ayat
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersifat final.

b. Memperhatikan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1b dan
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dokumen-dokumen terkait khususnya Pasal 2e Jogjakarta Koorei No 2

tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah yang

membagi wilayah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Dooti)

menjadi 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Jogjakarta

Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo yang

menggugurkan Rijksblad Van Jogjakarta 1940 No 13 Bestuur, bahwa :

1)

2)

3)

4)

Keloerahan Pengawetrejo dan Wonocatur yang semula masuk ke
wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, berubah masuk
wilayah Kapanewon Kotagede Kabupaten Bantul

Keloerahan Demangan dan Ngambarroekmo yang semula masuk
wilayah Kapanewon Kottagede, Kabupaten Bantul berubah masuk
wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Untuk blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan diatur lebih
rinci, yang dibuktikan dengan catatan yang ada di Legger A
Keloerahan Pengawetrejo, mulai 8 April 1945 Blok Santan turut
Nayan (Kelurahan Nayan Gabung dengan Desa Maguwoharjo,
Kecamtan Depok Kabupaten Sleman), Blok Tambakkraman dan
Tambakbayan turut Kelorchan Ngambbarroekmo (Keloerahan
Ngambarrukmo bergabung dengan Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman.

Dari hasil verifikasi dan klarifikasi Tim Pencgasan Batas Daerah

(PBD) Pusat dengan didampingi oleh Tim PBD Provinsi DIY dan
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masyarakat di Blok Santan, Tambakbayan dan Tambakkraman
disimpulkan bahwa proses pelayanan administrasi pertanahan,
Kependudukan, Kesehatan dan Perijinan dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data yuridis dan fakta lapangan serta rekomendasi
Gubernur D.I Yogyakarta tersebut di atas, diputuskan bahwa Blok
Santan, Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman masuk ke
dalam cakupan wilayah Kabupaten Sleman

Untuk menjamin tertib administrasi wilayah dan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
akan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas
Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi DI
Yogyakarta.

Schubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tersebut Gubernur DI Yogyakarta segera melanjutkan proses

penegasan batas dengan memasang pilar batas dan mengukur

koordinat batas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dengan adanya kesepakatan dalam penyelesaian batas daerah

yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri maka Tim TPBD

melakukan koordinasi vertikal dengan Menteri Dalam Negeri dan Tim
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3. Koordinasi Pemasangan Pilar Batas

Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dalam melakukan
koordinasi pemasangan pilar batas daerah mengacu kepada Kepmendagri
No 1 Tahun 2006. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang
menandaij batas daerah. Beberapa jenis pilar batas yaitu Pilar Batas Utama
(PBU), Pilar Batas Antara (PBA) dan Pilar Kontrol Batas (PKB). PKB
dapat berupa pilar tipe A, B, C atau D tergantung daerah yang akan
ditetapkan batasnya. Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat yang
digunakan adalah pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah
kabupaten atau kota.

Bentuk Pilar Batas sebagai tanda pemisah batas kabupaten/kota
dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm di

atas tanah dan kedalaman 100 ¢cm di bawah tanah.
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Koodinasi dengan menteri dalam negeri yang dilakukan bersama
Komisi A DPRD Provinsi DIY. Koordinasi dilakukan pada tanggal 21
sampai 23 Juli 2010 di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Kemendagri Jakarta yang dilakukan oleh:

1. Komisi A DPRD Provinsi DIY
2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY

H. Yoeke Indra Agung Laksana, Se Ketua DPRD Prov DIY
3. Eksekutif

a. Drs. H. A Cholik Biro Tapem Provinsi DIY

b. Haryanto, SH Biro Tapem Provinsi DIY
¢. Sawiya Sekretaris DPRD Provinsi DIY.
d. Kisdiyanta Sekretaris DPRD Provinsi DIY

Hasil koordinasi dapat disimpulkan bahwa :
1. Untuk penyelesaian batas wilayah dirumuskan dengan kata Batas
a. Berdasarkan pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kedua
belah pihak, mana yang lebih lengkap dan akurat
b. Aspiratif, dilakukan dengan memperhatikan dan
~mempertimbangkan aspirasi dari kedua wilayah
c¢. Tim, penyelesaian dilak|:1k3n oleh Tim yang terdiri dari kedua tim
wilayah, tim provinsi dan tim dari pusat secara bersama-sama
mencari solusi penyelesaian yang adil dan terbaik

d. Anggaran dalam proses penyelesaian perlu didukung anggaran

wrmanae arelrre da smmeaadal
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2. Proses dan tahapan dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah

antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman telah dilakukan
baik oleh Tim Daerah maupun pusat dengan melakukan pengumpulan
dokumen, meneliti dan melakukan terjun langsung ke lapangan

Dari hasil pengumpulan dokumen, pencermatan terhadap dokumen dan
peninjauan langsung ke lokasi batas daerah yang menjadi
permasalahan Kabupaten Sleman lebih memiliki dokumen secara
lengkap dan realitas di lapangan secara administrasi masuk ke wilayah
Kabupaten Sleman.

Dalam proses koordinasi penegasan pilar batas Tim Penegasan

Batas Dacrah telah mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan

berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pemasangan pilar batas

daerah.

4. Koordinasi Pembuatan Peta Batas

Koordinasi pembuatan peta batas wikayah dengan melakukan

pertemuan dengan Bakorsurtanal di Jakarta. Dari hasil pertemuan dengan

bakosurtanal dapat disimpulkan bahwa:

Kajian mengenai segmen batas Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

a. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000 (RB], Lembar Timoho)

b. Peta Wilayah Administrasi Provinsi DIY

-~
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d. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman (Peta AMS, 1942)

Permasalahan Pembatasan Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman

a. Klarifikasi Tim PPBD Pusat pada kegiatan penegasan batas
Kabupaten Bantul dan Kab Sleman ditemukan permasalahan peta
segmen Tambakraman , Tambakbayan dan Santan

b. Secara spasial terdapat perbedaan segmen garisbatas pada lokasi
tersebut '

c. Luas segmen yang bermasalah adalah 273116, 38 m2 (0,27 km2)

d. Hasil verifikasi lapangan Tim PPBD Pusat khususnya dilokasi segmen
tersebut menunjukkan bahwa Administrasi pemerintahan sudah sejak
awal dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

Untuk menandai batas wilayah diperlukan patok batas
wilayah/daerah, antara jarak patok yang satu dengan yang lain tidak ada
ketentuan, namun sangat ditentukan oleh kondisi di lapangan yang antara

Jain pada setiap belokan dan pada lokasi strategis yang mempunyai nilai

ekonomi tinggi dan lain sebagainya. Batas wilayah bisa secara alami yakni

berupa gunung-gunung, sungai dan lain sebagainya serta bisa buatan
manusia seperti berupa patok, rel kereta api dan lain sebagainya

Tanda batas wilayah yang berupa fisik baik buatan manusia maupun
alami sangat rawan mengalami pergeseran dan perubahan baik disebabkan
oleh faktor alam maupun manusia, oleh karena itu disamping tanda batas
wilayah secara fisik perlu dibuat titik koordinat yang tidak dapat bergéser

dan tetap pada posisi semula, sehingga dapat untuk melacak jika tanda

landne vitilasinls falanls st mes e Do smn | omn s 1 1n i e o om 5% 5 0 Tomt 5o oo o tt i s 1 % ™ oy



79

Bakorsurtanal bekerjasama dengan Pemprov DIY dalam pembuatan
peta yang jelas dan akurat, agar kedepan tidak menimbulkan
permasalahan.

Pada dasarnya Peta Batas Daerah diturunkan berdasarkan peta
Garis Batas. Peta Garis Batas merupakan peta situasi sepanjang garis batas
daerah yang memuat gambar koridor selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke
kanan dari garis batas daerah. Peta ini digambarkan dengan skala 1 : 1.000
schingga lebar peta ini adalah 10 cm ke kiri dan 10 m ke kanan dari garis
batas daerah. Penggambaran garis kontur disesuaikan dengan skala
tersebut atau setiap selang 0,5 m. Di dalam penggambaran detail harus
juga diperhatikan unsur-unsur lain yang dapat menambah informasi
terhadap keberadaan garis batas daerah di atas peta, antara lain sarana
transportasi seperti jalan (termasuk juga persimpangan), sarana prasarana
penunjang (kantor, sekolah, bangunan) dan detail lain yang menonjol
(mercusuar, monumen dan sebagainya).

Koodinasi dalam pembuatan peta batas daerah termasuk dalam

koordinasi vertikal karena dilakukan oleh Bakorsurtanal sebagai instansi

vy svansmnnemnms Faswvanancenn Anlame nambhamtan matn cannen nacinnal
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C. Peran Kantor Badan Pertanaban Nasional DIY dalam Penyelesaian
Sengketa Batas Daerah

Peran Badan Pertanahan Nasional DIY dalam penyelesaian sengketa batas
daerah adalah dengan memberikan dokumen pertanahan dari kantor BPN
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman berkaitan dengan penerbitan
sertifikat tanah penduduk kepada Tim Penegasan Batas Daerah DIY.

Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda hak atas tanah, salah satu
syarat. yang harus-dipenuhi- oleh pemohon adalah kutipan C desa sebagai alas
hak, atas laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa
telah diterbitkan sertifikat - masing-masing :

- Blok Santan : 14 (empat belas) sertifikat
- Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat
- Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat)
Sesuai sertifikat status tanah warga Blok Tambakbayan, Tambakkraman

Aan Qantan tarcatat Al Wantar BDAN Falminatan Qlaman ITal ni Aarat Ailihat
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Tabel 10
Data Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah di Blok Tambakkraman,
Tambakbayan dan Santan
No | Letak Tanah Nomor Hak | Nama Pemegang Hak | Keterangan
1 | Santan P.205 Siswodiharjo Hak Pakai
2 | (Maguwobharjo) | P.206 Sutomo Hak Pakai
3 M.11062 Titut Jati Kumoro Hak Milik
4 M.11063 Titut Jati Kumoro Hak Milik
5 M.11036 Soedjijo Hak Milik
6 M.11037 Soedjijo Hak Milik
7 M.9976 Sukidi Lezus Hak Milik
8 M.9977 Sukidi Lezus Hak Milik
9 M.8447 Wandi Hak Milik
10 M.8448 Lasimin Hak Milik
11 M.8449 Lasidi Hak Milik
12 M.8446 Sumadi Arjo Utomo | Hak Milik
13 M.10999 Sujiyati Hak Milik
14 M.11000 Pipin Suhendri Hak Milik
15 | Tambakbayan | M.8225 Wagiran Pudjosastro | Hak Milik
16 | (Caturtunggal) | M.8226 Wagiran Pudjosastro  { Hak Milik
17 M.10153 Ari Dharmayati dan | Hak Milik
Tri Martini

18 M.9711 Sumadjani Hak Milik
19 B.650 Hendra Kurniawan Hak Guna

Bangunan
20 B.632 Hendra Kurniawan Hak Guna

Bangunan
21 | Tambakkraman | M.6347 Tukimin Hak Milik
22 | (Caturtunggal) | M.6639 Bambang Waseso Hak Milik

Sumber : BPN Kabupaten Sleman

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman bahwa telah

menerbitkan sertifikat masing-masing Blok Santan 14 (empat belas)

sertifikat, Blok Tambakbayan

: 6 (enam) sertifikat dan Blok

Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat). Ini berarti Desa Maguwoharjo dan

Muaoca Matrbinanal smoamililss sonictan T attar M atac hal_hals Aimal-ond
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Atas permintaan Tim Penegasan Batas Daerah maka BPN Provinsi
mengeluarkan fakta dan pertimbangan perkenaan dengan sengketa
batas daerah tersebut;

BPN Provinsi DIY menyampaikan fakta dan pertimbangan
berkenaan dengan permasalahan Blok tambakkraman, Tambakbayan
dan Santan (Kel. Pengawatredjo lama) sebagai berikut:

Bahwa sesuvai peraturan perundang-undangan yang berlaku
penatapan batas wilayah provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan
Desa Kelurahan bukan merupakan kewenangan Badan Pertanahan
Nasional, namun BPN sangat berkepentingan dengan batas wilayah
dimaksud sebagai landasan pelayanan administrasi.

Maka BPN menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Fakta Yuridis
a. Bahwa pengelolaan administrasi pertanahan di Provinsi DIY
telah diatur dalam UU No 3 Tahun 1950 dan ditindaklanjuti
dengan Prda No 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY,
yang pada prinsipnya mengatur urusan agraria sebelum
pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Pokok Hukum
Agraria
b. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang
sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah

(erfelijk individueel bezitsrecht) tersebut pada:
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1) Pasal 4 (1) Tata Usaha Pendaftaran Tanah untuk kelurahan-
kelurahan dikerjakan oleh masing-masing kelurahan menurut
petunjuk-petunjuk kepala jawatan agraria DIY atas nama
Dewan Pemerintah DIY

2) Pasal 4 (2) untuk mengerjakan tata usaha dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini Kelurahan harus mempunyai :

a) Peta Kelurahan
b) 3 (tiga) jenis daftar (register) yaitu dafiar register Letter
A, Register Letter B dan Register Letter C
¢. Dengan berlakunya Keppres 33 tahun 1984 yang ditindaklanjuti
dengan Perda No3 Tahun 1984 serta Permendagri No 66, 67, 68,
dan 69 tahun 1984 berkenaan dengan pelaksanaan pemberlakuan
sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY pada dasarnya
BPN dalam megelola administrasi pertanahan bepedoman pada
butir a dan b tersebut di atas, sepanjang tidak bertentangan dengan
UUPA
2. Fakta Teknis
a. Data awal sebagai acuan wilayah Desa Pengawatredjo tergambar
dalam peta :
Gouvernement Jogjakarta, Regentschap Jogjakarta District Kalasan,

Onderdistrict Depok, Kelurahan Pengawatredjo yang diterbitkan

nlah Yantanr YV anr Aasraricrnho Zalran 4o Tanialrasta Tahoan 1020
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b. Permasalahan timbul karena adanya tumpang tindih (overlapping)
ketiga blok tersebut di atas, dimana untuk blok Santan, blok
Tambakkraman dan blok Tambakbayan tergambar pada peta Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul serta
tergambar juga di Peta Desa Maguwoharjo (Blok Santan) dan Peta
Desa Caturtunggal (Blok Tambakkraman dan Tambakbayan)
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

c. Setelah dicermati dari Legger A Desa Pengawatredjo telah terjadi
perubahan pengadministrasian pada ketiga blok tersebut di atas :

1) Untuk blok Santan, masuk ke dalam administrasi Desa
Maguwoharo (dh. Kal Nayan)

2) Untuk Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman masuk ke
dalam administrasi Desa Catur tunggal (dh Kal Ngambarukmo)

d. Perubahan tersebut telah diikuti dengan pembaharuan (up dating)
Peta Desa Banguntapan (Pengawatredjo lama) Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul, namun pembaharuan peta tersebut
tidak sesuai dengan perubahan pada Legger A dimaksud, sehingga
ketiga blok di atas masih tergambar

e. Di lain pihak, pembaharuan peta desa Maguwoharjo dan Desa
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah
sesuai/mengakomodasi perubahan dimaksud.

Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas
tanah, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah

kutipan C desa sebagai alas hak. Atas laporan dari Kepala Kantor

Dariamnihhan ¥ ahiveantne Clasas nes hakharra éalal r‘:‘n‘-‘-:‘lrn“ rastifil-nd
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- Blok Santan : 14 (empat belas) sertifikat
- Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat
- Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat)

Berarti Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal memiliki
register Letter C atas hak-hak dimaksud. Berdasarkan data pendukung
lainya berupa peta-peta yang ada di BPN antara lain : peta indeks
pendafiaran tanah skala 12.500 untuk lokasi Desa Caturtunggal dan
Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Desa
Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang digunakan sebagai
dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan ketiga blok dimaksud
berada dalam wilayah ketja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan keterangan Kepala BPN DI Yogyakarta yang
menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti-
bukti yang ada, Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY memberikan
rckomendasi bahwa blok Santan masuk dalam wilayah Desa
Maguwoharjo dan blok Tambakkraman dan Tambakbayan masuk
dalam wilayah Desa Catur tunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman.

Keterangan dan dokumentasi dari Badan Pertanahan Nasional
sebagai salah satu bentuk peran Kanwil BPN DIY sebagai anggota Tim
TPBD yang dibentuk oleh Gubernur dan mempunyai fungsi yang sama

yaitu untuk menyelesaikan sengketa batas daerah.




